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. UMUM

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Nomor 111.B.6 tentang Penjaminan
Penyelesaian Transaksi Bursa dan Peraturan Nomor I11.B.7 tentang Dana
Jaminan perlu disesuaikan guna menyesuaikan dengan rekomendasi
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) serta
memberikan landasan hukum penanganan peristiwa Kkegagalan
penyelesaian Transaksi Bursa yang diidentifikasi sebagai transaksi tidak
wajar dan penggunaan Dana Jaminan untuk penyelesaian dalam kasus
Transaksi Bursa yang tidak wajar dimaksud.

IOSCO sebagai organisasi internasional regulator Pasar Modal, telah
memberikan panduan dan kebijakan bagi anggotanya dalam
meningkatkan peraturan berstandar tinggi agar tercapai pasar yang wajar
dan efisien. Salah satu panduan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh
IOSCO adalah rekomendasi yang terkait dengan suatu lembaga yang
dibentuk untuk melindungi pelaku pasar dari risiko counterparty dalam
transaksi bursa, yaitu Central Counterparty (CCP). Salah satu rekomendasi
IOSCO, menyatakan bahwa prosedur kegagalan CCP harus dibuat sejelas-
jelasnya serta memuat mengenai kondisi-kondisi yang dianggap atau
dikatagorikan sebagai kegagalan penyelesaian transaksi di bursa dan
metode yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya kegagalan.
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Beberapa rekomendasi I0OSCO dan praktik yang lazim berlaku namun
belum diadopsi dalam Peraturan Nomor I11.B.6 tentang Penjaminan
Penyelesaian Transaksi Bursa dan Peraturan Nomor I11.B.7 tentang Dana
Jaminan antara lain adalah ketentuan terkait netting, Efek Tidak Dijamin,
Transaksi Dipisahkan, penyesuaian kontrak antara Bursa Efek dengan
Lembaga Kliring dan Penjaminan, kontrak antara Lembaga Kliring dan
Penjaminan dengan Anggota Kliring, urutan penggunaan dan sumber
keuangan dalam rangka penjaminan, serta kontribusi dan penggunaan
Dana Jaminan. Untuk itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan
ketentuan dalam Peraturan Nomor I11.B.6 tentang Penjaminan
Penyelesaian Transaksi Bursa, dan Peraturan Nomor 111.B.7 tentang Dana
Jaminan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Beberapa ketentuan yang sifatnya lebih teknis akan ditetapkan dalam
peraturan Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagai Self
Regulatory Organization (SRO) dan perjanjian antar SRO terkait setelah
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Transaksi Efek
adalah Peraturan Nomor I111.LA.10 tentang Transaksi Efek,
Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor
Kep-42/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4

Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak bertanggung jawab atas
kerugian yang dialami oleh pihak lain akibat keterlambatan
penyelesaian Transaksi Bursa apabila keterlambatan dimaksud
terjadi karena suatu keadaan kahar (force majeure) yang tidak
dapat dihindarkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 5

Cukup Jelas.
Pasal 6

Cukup Jelas.
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Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud sebagian atau seluruh saham Anggota
Kliring yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas
dan/atau pemegang saham utama adalah terbatas pada
saham yang dimiliki pada Anggota Kliring.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
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Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12

Dana Jaminan wajib dikembalikan terlebih dahulu oleh Anggota
Kliring yang gagal, dalam hal pengembalian dari Anggota Kliring
gagal tidak mencukupi maka akan ditanggung bersama oleh
Anggota Jaringan Kredit.

Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Aset Dana Jaminan adalah deposito, uang tunai, Surat
Berharga Negara (SBN) dan rekening giro.

Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

5 No0.5635

Pasal 22

Tindakan hukum tertentu dapat berupa pengajuan permohonan
kepailitan terhadap anggota Jaringan Kredit. Tindakan tersebut
dilakukan dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan
Efek dan Pihak lain yang menjadi Anggota Jaringan Kredit.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “hari Bursa” adalah hari
diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Saham milik pemegang saham mayoritas yang dapat dijual
oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan hanya saham yang
dijaminkan Anggota Kliring pada Lembaga Kliring dan
Penjaminan.

Huruf d
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Pengumuman kepada publik antara lain dapat dilakukan
melalui situs web Bursa Efek dan situs web Lembaga
Kliring dan Penjaminan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Huruf a

Transaksi yang tidak wajar termasuk tapi tidak terbatas
pada tindak pidana Pasar Modal sebagaimana diatur
dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Pengumuman penetapan Transaksi Dipisahkan kepada
publik antara lain dapat dilakukan melalui situs web
Bursa Efek dan situs web Lembaga KIliring dan
Penjaminan.
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Keputusan untuk menunda Penyelesaian Transaksi Bursa

dan/atau

melakukan  Penjaminan

Penyelesaian

Transaksi Bursa terhadap Transaksi Dipisahkan berdasarkan
hasil penelaahan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
terhadap permohonan Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan

Penjaminan.

Pasal 27
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dokumentasi terhadap minuta atau risalah rapat sewaktu-

waktu dapat diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
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